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Gubernur Bali Mafle Mangku
- Pastika sependapat bila pro-
kontra reklamasi Teluk Benoa
tidak bisa dlblarksm

bukan pada d1r1n a elak}l
gubernur.
Sementara 1t1_x, i

‘ 'wakll mereka yang duduk di
DPRD Bali. Dari li

ibiarkan B

al ; ﬁdh Post) - {
Krama adat di Bali tielah
at|janji untuk berjiiang

saha yang rakus
| mikian penegasan Aliansi Tokoh
arakat Bali (ATMB)
- Prof. Dr. Ketut Rahyuda, M$ IE
arin. =
kreng itu, kata
in di Bali harus segera

malka emklsh ;parah persepsi

ya akt tentang kesung-
impin Bali membela
xrakyat ya Ketika waktu menja-
a4 d1 pernmainan maka masyarakat
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Unud ini.
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Bellum Jelas

Anggota Fraksi Panca

Bayu Nyoman Tirtawan, Se-

lasa kemarin, mengatakan
mayoritas anggota Fraksi
Panca Bayu menolak rekla-
masi karenal alasan logis,
bukan personal. Saat ini,
‘Bali berada pada momen
kekura}gan wisatawan na-

. mun surplus akomodasi yang

menyehbabkan persaingan
menjadi tidak sehat.
“Sekarang dengan rekla-
masi ini, ending-nya menam-
bah akomodasi akan menain-
bah sakit pariwisata. Pari-
_wisata tambah tidak sehat.
" Itu jug momennya belum
~ bagus, t mpatnya juga tidak
bagus karena daerah rawan
dengan onﬂlk termasuk
juga traffic-nya,’ Jelasnya
Ketua Fraksi Golkar I
- Wayan Gunawan meminta
Gubernur agar mengungkap
- apayang terkait dengan rekla-
- masi mulai dari perencanaan
pqnlés da proses yang tera-
 khir. an informasi yang
- sejelas-jelasnya, diharapkan

‘ masyara a§ semakm Jertnh
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\ kuahtaskmerjape WA
N leglslator pungkas l!’

Jgetua DP \‘ i soal
. Wijaya ang anggota
‘ DPRD Badung itu cuku
salkan Sebab se]a

masyarakat yang dip

Dengan sikap yang demikian,
maka akan membuat perj
rakyak Bali menolak
semakin panjang

elum Jelas 1
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terus mlawan kapitalisme. Sementara itu, [Be de: aAdat
Mereka juga terus berjuang un- . Tanjung Benoa I Made Wijaya
\ tuk nyelamatkan alam Bali mengatakan, pemim n di Ba

’tgenye-

inya. -

i

ami rencana tersebut.
Termasuk mulai sadar atas
bent 3§nya menyang-
k'}xﬁl‘ :
Ang gta Fraksi Demokrat
Ngakan que Samudra
men

gatakan, sah- th saja
bila timbul ;;ro dan kontra
terkait reklamasi. Di era
reformasi, sebuah ebljakan
tidak mungkin bisa mebmuas-
kan semua pihak. Namun

~ yang jelas, DPRD Balisudah

meminta kepada Gubernur

‘bahkan akan bersama Gu-

bernur menghadap Presiden
untuk mempertegas masalah
reklamasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuan-
gan I Kadek Diana menga-
takan, sikap ftaksulrva sama
dengan apa yang disampai-
kan Ketu DPRD Bali Nyo- -
man iryatama. Dalam
hal in mlnta Gubernur
agar menanyakan langsung
kepadx:gwmden Kalaggberlu,
mengirim surat resmi atas
nama lembaga untuk menda-
patkan kejelasan mengenai

reklamasi (kmb27/kml?32)
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sar, \penyidik kejakshan Sekwan idak tanda ta:
terus mengebut pemeriksaan dananya kan tidak bis )
‘(slaks1 ain untuk menambah }ta
ata sehel

404 tamSDean i al se
(Sekwa ) h Denpasar IG Rai  pihak paling eng‘ ahui
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Bah memberikan
n kepada pemer-

i a reklamasi Te-

ri pem: h?man dan pola
ama terkait ;dengan‘

lemo masyarakat.
ihat aturan nor-
perpresnya ke-

kat provm31 mgmbuat

ataukah
rakat Bali. Tetapi di satu
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a perdé }
dwaban APBD Bali

nsi. Salah satun a'

keputusan untuk mengumpulkan  h
menyampaikan aspirasi

n punya problem karena
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a usai Rapat

Pari) D Bali, Selasa
( ksmarm

nyana, menax&)ahkan, perlu
d'bahas pula mengenai isi SK
nur Bali No. 1727 tentang
gS udi kelay rencana pe-
nanfaatan, pe bangan dan
p lolaan wilayah perairan
Teluk Benoa. Sebab, dalam SK
it (,No 1727/01-B/HK/2013),
D melakukan
laksanakan
dengan ergu

mpat

bl

tinggi di luar
tu persoalan, makanya itu
A dlbahas u dikaitkan
zan SK itu harus perguruan
setempat (di Bali - red),

awalnya
dulu, kar
- ngusulin,”

takan {melanggar 1tu,
kan dia yang bersurat @ i i
pemerintah daerah;u@ae» |
A ujar Ketua Pansus
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tus 2013 1tu da

ketiga butir ke-2 disebutkan;

‘Pemegang izin stufli kelaya-

kan wajib melaku
sama dalam melaksa
studi kelayakalp den
guruan setem
ke-3 juga q»sebzutk ;B
umpulkan dan =‘ aJ

kan kerja

Di sisi lal lanju Ad
nyana, dinamika penola
masya;aka Sek ng ak
terbuka dan g¢10 .1 g
semakin besar. Mdsys
khususnya dari 38 3
l‘@ amas J
sudah relevan, dla 1} arti
memang daerahr

Sementara 1£u,
tor ForBALI Waya (‘% do

Suardana mengat an, i
lokasi lve_klamal;‘y -d];ehx-

n Tata Usaha

ost

MEMUTUSKAN padd poin

Pasalnya, ente: utan
dan Perikanan usxPudjxastutl !
tidak menjawab surat permo-  si

~honan pe gan izin dari
investor.

Gendo melihat Menteri Susi

~ justru me untuk melihat

- reklamas dal m kacamata

. hukum yz ng gat positivistik
tanpa mau melihat bagaimana
sejarah Kasus in yang penuh
manipulgsi Begitu j ]uga tanpa
maumelihat perj nga

angan rakyat
ze;lalama .. pat tahun PaNdahal7
m Undang-undang, No.2
Tahun 200 m?syarakatadat
adalah entitas yang menda-
pat prioritas benuh da]am
kebrjaka es ir, termasuk
reklamas Benoa.
“Arti ‘menempat-
kan dirir y se agai petugas
administrasi yang hanya me-
lihat prosedur formal. Masak
urusan k]éamasx hanya uru-

san administrasi semata. Dia
juga mesti tahu bahwa Perpres
No. 51 Tahun 2014 itu dibuat
dengan sengaja hanya untuk

memfasilitasi reklamasi inves-

tor yang terganjal kawasan
- konservasi,” jelasnya.

Menurut Gendo, dala.nifer-

pres No.1p2/ al?un2012 ;qenr
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“Nal ; pada saat rakyat
adat pesisir menolak rekla-

masi, #m a menteri dengan
kewenan, ya dapat meno-
]ak Del ”ug ng n lﬂkaSIl'e-
klamasi. A dapat
<d1pe anggun hwab kalau

saja Susi senus m nangam
‘kasus i1 ta

~ An a D RD
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'harus a ke
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perpanj |! n izin lokasi

“Apz -.! dicabut af u revisi
taritu " anj an but

(;ng:s en J oko

'Saya »~~
nn ll:. Ipakan
ucapan be usaatpkiatoke—
mens N2 yadlBak‘paﬂata‘
“hun 20 m angan sampai Bali-
bultluh’ m;ksplpltasl
pari-
wuda arn
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Dewan Ingatkan $ksekuti

Temuan BPKTaIl Boleh

: Dénpaéar (Bali Post) -

Laporan keuangan Pemprov Bali,n~1_ mang menda
PK-RL N

ualian (WTP) dari
bahwa permasalahan t
Pasalnya, temuan-temuan
saikan. §

i
“Beberapa rekomlendasi

yang diberikan oleh BPK atas
ketidaksesuaian dengan |pe-
rundang-undan_,’ggnﬁug
belum terlaksana,” ujar Ketua
Pansus Ranperda Pdrtang-
gungjawaban-Pelakdanaan
APBD Bali 2015, I Nyoman
Adnyana, dalam Rapa
ran Pansus antara DPRD
‘dan Pemprov Bali di
sidang utama DPRD B
lasa (19/7) kemarin.
Adnyana menambs
~dari komparasi hasil

‘segera me
~dan seger

ta kelola keua

i 4IE
an eksekutif untuk
buat rencana aksi
melakukan tinda
lanjut terh dap Laporan Hasi

amun, opini tersebut

- tahun-tahun sebelhmhya,
- pihaknya kembali melihat .

beberapa permasalahan yang
masih me dei catatan pent-
. ing BPK. Seperti masalah aset,
pengakuar utang-piutang, tert-

patkan opini
belum sepen:

gan daerah sudah berjalan
PK dari tahun ke tahun belum sepen

1b administrasi performance

laporan dengan sistem akrual
dan lain-lain. Pemprov Bali

i | disarankan untuk melakukan

- langkah-langkah jitu agar per-
- masalahan itu tidak berulang-
‘ulang menjadi temuan BPK.
“Temuan BPK tidak boleh
berulang ahun. Tapi WTP,
| ; !
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Berulang Tahun

: B |
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e
Vajar Tanpa Pengec-
nya mencerminkan
aik dan sempurna.

hnya dapat disele-
Hip T :

i v
kita seinua berharap dapat

terus berulang tahun,” jelas
politisi PDI Perjuangan asal
Bangli ini. |

Adnyana ;men¢qqtohkan‘,

- temuan BPK te{th,a‘dap pe-

natausahaan piutang pajak
kendaraan bermotor belum
tertib merupakan temuan BPK

~ tahun lalu. Tahun ini menjadi

temuan lagi terhadap kekuran-

- gan penerimaan atas piutang

pajak ndaraan bermotor
dan bea halik nama kendaraan
bermotor. “Catatan tahun lalu,

&) Ny e

| i Skl L e
belanja, pemptrov ﬂraﬁLs}‘ en-
galokasikan belanja daerah
secara adil dan merata agar
relatif dapat 'dini~_km‘—z§ti oleh
butuhan masyarakat

yanan

}
(

Pemeriksagn BPK. Eksekutif seluruh keb

harus bersungguh-sung - lanpa diskriminasi, khususnya
untuk daklanjuti temdan  dalam pemb‘erian,pel‘i
terseb rena berpengaruh umum. ;

terha endapatan Agli | “Dari sisi belanja
Daerah,” imbuhnya.

Berdasa

an potret realisasi
APBD Bali 201 ‘ '

, lanjut .

2015 - red), terdapat per
matan sebesar Rp 561 miliar
- lebih. Kami sependapat ba

nyana, perencanaan baik
pendapatan, belanja dan Silpa
di masa datang perlu lebih
realist, Kurat, dan berhasil
guna didasari data yang val

Pendapatan yang direncanakan

perkiraan yang
terukur, secara rasional dapat
dicapai untuk setiap sumber
pendag%a . Dalam kontel{s

efisiensi dan efektivitas
pengelolaan APBD ha
kita tingkatkan. Namu it
pengamatan kami, banyak
program dan kegiatan yang
tidak terealisasi disebabkan
gagal tender, mepetnya wak-
tu pelaksanaan dan perso-
alan teknis lainnya,” ugilai ya.
(Fmb32) : I VAo g
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Tak Terencana
Tepat Sasaran

ianyar (Bali Pbst) - "
angan DPRD Giﬁmyar mengingatkan p#merintah

gar mengarahk ban uan sosial (bansos) tak;tetencana}
uai aturan dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai

“Masih
k keluarga miskin yang memerlukan bantuan. Kalau
emang diperlukan, kami di dewan akan support untuk
an anggaran,” katanya. i &
Politisi PDI-P ini mengatakan, bansos yang disalurkan
i yang sifatnya mendadak tersebut harus
X N

mp‘ai
: kan sudah
au dekat-dekat Pilkada, Tentu kita tidak mau bantuan ke

‘ ipolitisir,” tegasnya. i ‘

i
Guna memastikan penyaluran tepat sasaran, pi aknya
dewan mengaku siap menjalankan fungsi pen awasan
Y

terencana. “Bantuan ini harus untuk mas; at

iskin,” katanya. Untuk diketahui, selain bantuan rutin,
Pemkab Gianyar juga mengalokasikan anggaran bansos tak
terencana. Bansos ini sifatnya tidak terus-menerus, tidak
terencana atau mendadak dan diberikan selektif kepada
masyarakat yang membutuhkan. Bantuan jutga untuk
‘menangani korban bencana alam. (kmb25) it !
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